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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Konsep penerapan Restorative Justice yaitu dengan mempertemukan
Korban sebagai Pelapor dan Pelaku sebagai Terlapor atau Tersangka. Dalam
pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya
kemudian mencari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan
membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian
bermaterai apabila para pihak terkait menyetujui. Sesuai dengan isi dalam
surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak korban dan pihak
pelapor, maka penerapan konsep restorative justice tetap mengedepan
keadilan dalam penerapannya tetapi juga melihat sisi kemanusiaan dengan
mempertimbangkan umur pelaku dan latar belakang pelaku melakukan
kejahatan

2. Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Melalui Keadilan Restoratif, salah satu hal yang diatur adalah mengenai
persyaratan. Terdapat dua persyaratan yaitu persyaratan formil dan materil
dalam kedua persyaratan tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana apa
saja yang boleh diterapkan restorative justice tetapi tidak dijelaskan
mengenai batas maksimal ancaman hukuman yang dapat diterapkan
restorative justice Oleh karena itu, pada masa yang akan datang perlu

dilakukan reformulasi terhadap Pasal 3 Perpol No 8 Tahun 2021
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ditambahkan 1 point mengenai batas maksimal ancaman pidana suatu tindak
pidana yang dapat diterapkan restorative justice. atau sebaiknya dalam
RKUHP kedepannya dapat memasukan pasal yang secara khusus mengatur

mengenai Restorative Justice

B. Saran

1.

Penerapan Restorative Justice oleh penyidik ditingkat kepolisian
merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk
penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat
yang ingin memperoleh suatu keadilan. Oleh karena itu diharapkan
penyelesaian perkara menggunakan Restorative Justice semakin
dtingkatkan.

Pembaharuan atau reformulasi Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat
penting dilakukan karena dengan memasukkan batas ancaman hukuman
suatu tindak pidana maka akan mempermudah penerapan keradilan

restoratif dalam suatu perkara pidana.
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